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  ABSTRAK  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non 

Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak; 

 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016. 

 

;  - Peraturan  Bupati ini memberikan kepastian hukum dalam berusaha, 

menjaga kualitas Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan 

Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan tugas, 

fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan Berusaha, Perizinan 

Non Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatangan baik secara 

elektronik terintegrasi maupun manual, memberikan landasan hukum 

kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, 

Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.. 

  

 CATATAN : -  Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 8 Juni 2022. 

 

  -  Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Bupati yang 

mencabutnya atau mengubahnya. 

  -   

 


